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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang “Kajian Penyusunan Standar 

Pelayanan pada Pelaksanaan Pengujian Kincup Roda Depan dan Akurasi 

Alat Penunjuk Kecepatan Kendaraan Bermotor”, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada pengujian kincup roda depan dan pengujian akurasi alat 

penunjuk kecepatan kendaraan bermotor di UPTD PKB Kabupaten 

Sleman telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP); 

2. UPTD PKB Kabupaten Sleman belum memiliki waktu pelayanan untuk 

pengujian kincup roda depan dan pengujian akurasi alat penunjuk 

kecepatan kendaraan bermotor dikarenakan belum dilaksanakan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian tersebut; 

3. UPTD PKB Kabupaten Sleman sudah memiliki sarana dan prasarana 

yang sesuai untuk fasilitas pengujian kincup roda depan dan pengujian 

akurasi alat penunjuk kecepatan kendaraan bermotor; dan 

4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di UPTD PKB 

Kabupaten Sleman. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, makan dapat ditentukan beberapa 

saran guna peningkatan Standar Pelayanan yang telah dibuat pada 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi : 

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur 

pengujian kincup roda depan dan pengujian akurasi alat penunjuk 

kecepatan kendaraan bermotor; 

2. Pelaksanaan pengujian kincup roda depan dan pengujian akurasi alat 

penunjuk kecepatan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur agar menghasilkan waktu pelayanan yang 

optimal; 
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3. Perlunya pemadahan sarana dan prasarana untuk menunjang 

kelancaran dalam melaksanakan pengujian dan meminimalir terjadinya 

kecelakaan seperti penggunaan APD yang lengkap; dan 

4. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengujian kendaraan 

bermotor harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman 

dalam hal ini bisa dikatakan penguji yang telah memiliki sertifikat 

kompetensi. 
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